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MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN ME~TERI KESEHATAN 

Nom".)r 922/MCNKES/PER/X/1993 

T E N T A N G 

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN 
IZIN APOTIK 

MENTER! KESEHATAN 

a. bahwa penyelengga~aan pelayanan apoti k haru~ 
diusahakan agar lebih menjangkau masyara kat. 

b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan No. 

c. 

244/Men. Kes/SK/V I 1 990 · tent ang Ket ent uan dan 
Tata Cara Pemberian Izin Apotik sudah tidal< 
sesua i lag i dengan keadaan ke farm as i J.n dewasa 
; n; . 

bahwa 
Menteri 
Menteri 
tentang 
Apotik. 

untuk it u 
Kesehatan 
Kesehatan 
Ket ent uan 

per~u ditetapkan Paraturan 
sebaga i Penggant i Peraturan · 
No. 244/ Men.Kes/SK/V/1990 

dan Tata Cara Pemberian Izin 

1. Undang-undang Obat Keras (St.1937 No.541 ); 

2. Undang-undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika 
( Lembaran Negara t ahun 1976 No. 37, Tambahan 
lembaran Negara No. 3086); 

3. Undang-undang No.23 Tahun 1992 
Kesehat an ( Lembaran Negara t ahun 1992 
Tambahan Lembaran Negara No. 3495); 

tentang 
No. 100, 

4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 
Tahun 1965 tentang Apotik; 

5. Keputusan Presiden Republik 
Tahun 1884 Susunan Organisasi 

Indonesia No. 
Oepartemen; 

1 5 
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M E M U T U S K A N 

Peraturan Menteri Kesehatnn 
SK/V/1990 tentang Ketentuan 
Pemberian Izin Apotik. 

No • . 
dnn 

244 / Men.Kes / 
Tat a C.::i.r.'.l 

PERATURAN MENTERI KESEHATA~! TENTANG KETENTUAN DAN 
TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK . 

B A B I 

KETENTUAN UMUM 

Pas a 1 1 

Dalnm peraturan ini ynng dimaksud dengan 

Apotik adal.::i.h suatu tempat, tertentu tempat dilakukan 
jaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi 

· masy<lr.::i.kat. 

peker­
kepada 

Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang­
undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian 
di Indonesia sebagai Apoteker. 

Surat Izin Apotik atau SIA adalah surat izin yang diberik<ln 
oleh Menteri kepada Apoteker atau Apoteker bekerj<lsama dengan 
pemilik S<lrana untuk menyelenggara.kan Apot',ik di suatu tempat 
tertentu. 

d. Apoteker Pengelola Apotik adalah Apoteker yang Lel<lh diberi 
Surat Izin Apotik (SIA). 

e Apote~er Pendamping adalah Apoteker yang bekerJa di Apotik di­
samping Apoteker Pengelola Apotik dan/atau menggantikanny<l 
pada jam-jam tertentu pada hari buka Apotik. 

f. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker 
Penge 1o1 a A pot i k se 1 arna A pot eke r Penge 1o1 a A pot i k t e rsebut 
tidak berada ditempat lebih dari 3 (tiga bulan) secara terus­
menerus, telah rnemiliki Surat Izin Kerja dan tidak bertindak 
sebagai Apoteker Pengelola Apotik di Apotik lain. 

g. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peratur<ln per­
undang-undangan yang berlaku berhak melakuk<ln pekerj<l<ln 
kefarmasian sebagai Asisten Apoteker . 

h. Resep adalah permintaan tertul is dari Dokter, Ookter Gigi, 
Ookter Hewan kepada Apoteker Pengelola Apotik untuk rnenyedia­
kan dan menyernhkan obat bagi pe~derita sesuai peraturan 
perundang-undnngan yang berlaku. 
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i. Perbekalan farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli 
Indonesia (Obat Tradisional ), bahan obat asli Indonesia (bahan 
Obat Tradisional), ala kesehatan dan kosmetika . 

j. Perlengkapan Apotik adalah semua peralatan yang diperguno.ko.n 
untuk melakso.nakan pengelolaan Apotik. 

k. Menteri adalah Menteri Keseho.tan Republik Indonesia. 

1. Direktur Jenderal adalah Direktur J1nderal Pengawasan Obat dan 
Makanan. 

m. Kepo.lo. Kantor Wil ayo.h ado.lo.h Kepo.la Kantor Wilayah Depo.rtemen 
Kesehatan. 

n. Balai Pemeriksaan Obo.t dan Makano.n ado.lah Unit Pelaksana 
Tekni s Di rcktorat Jenderai Pen<igawo.so.n Obat dan Mako.nan di 
Propinsi . 

Pasal 2 

(1) Sebelum melaksanakan kegiatannya, Apoteker Pengelola Apotik 
wajib memiliki Surat Izin Apotik. 

(2) Izin Apotik berlaku untuk seterusnya selama Apotik yang 
berso.ngkutan masih aktif melakukan kegiatan dan Apoteker 
Pengel

0

ola Apotik dapat melo. 1~sanakan pekerjaannya dan mo.sih 
memenuhi persyaratan. 

(3) Untuk memperoleh izin Apotik tidak dipungut biaya dalo.m 
bentuk apapun. 

Pasal 3 

( 1) Pengelolaan Apotik di daerah-daerah tertentu dapo.t dinyo.tako.n 
sebagai pelo.kso.naan Masa Bakti Apoteker bagi Apoteker yang 
bersangkutan. 

( 2 ) Daer ah- d a e rah t e rt en t u d i ma ks u d d a 1 am a ya t ( 1 ) d i t et a P l«rn 
oleh Direktur Jenderal. 
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B A B I I 

PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN APOTIK 

Pasal 4 

(1) Izin Apotik diberikan oleh Menteri. 

(2) Menteri ' melimpahkan wewenang pemberian iz:in Apoti k kep<J.d<J. 
Di rektur Jenderal. 

(3) Direktur Jenderal melimpahkan wewenang pemberian izin Apotik 
kepada Kepala Kantor Wilayah. 

___, 

(4) Kepala Kantor Wilayah wajib melaporkan pelaksanaan pemberian 
izin, pembekuan iz:in, pencairan izin dan pencabutan izin 
Apotik sekali setahun kepada Direktur Jenderal. 

( 5) Dal am me l aksanakan pe l i mpahan 
(3), Kepala Kantor Wilayah 

wewen.ang t e rsebut 
tidak diizinkan 

pengaturan yang membatasi pemberian iz:in. 

B A B III 

PERSYARATAN APOTEKER PENGELOLA APOTIK 

Pasal 5 

da 1 am ayat 
meng;:idakan 

I/ Untuk menjadi Apoteker Pengelola Apotik harus memenuhi 

' 

persyaratan sebagai berikut 

a. Ijazahnya telah terdaftar pada Departemen Kesehatan. 

b. Telah mengucapkan Sumpah/Janji sebagai Apoteker . 

c. Memiliki Surat Izin Kerja dari Menteri. 

d. Memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik 
melaksanakan tugasnya sebagai Apoteker. 

dan mental untuk 

e. Tidal< bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi 
Apoteker Pengelola Apotik di Apotik lain . 
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B A B IV 

PERSYARATAN APOTIK 

Pasal 6 

(1) Untuk mendapatkan izin Apotik, Apoteker atau Apoteker yang 
beke r j asama dengan pem i l i k sarana yang tel ah memenuh; 
persyaratan harus siap dengan tempat, perlengkapan termasu k 
sediaan ·farmasi dan perbekalan lainnya yang merupa kan mili k 
sendiri atau milik pihak lain. 

(2) Sarana Apoi:ik dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan 
kegiatan pelayanan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi. 

(3) Apotik dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi lainnyu. 
diluar sediu.an farmasi. 

B A B V 

TATA CARA PEMBERIAN · IZIN APOTIK 

Pasa 1 7 

(1) Permohonan izin Apotik diajukan Apot~ker kepada Kepala Kantor 
Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan 
menggunakan contch Formulir Model AP-1. 

(2) Dengan menggunakan Formulir Model AP-2, Kepala Kantor Wilayah 
selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima 
pe rmohonan, wa jib menu gas kan Ke pa 1 a Bal a i Peme'r i ksaan Oba t 
dan Makanan untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap 
kesiapan A'potik untuk melakukan ke-giatan. 

(3) Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan selambat-lambatnya 
6 ( en am ) ha r i k e r j a set e l ah pen u gas an d a r i Ke pa 1 a Kant o r 
Wilayah wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala 
Kantor Wilayah dengan menggunakan contoh Formulir Medel AP-3. 

(4) Dalam hal pemeriksaan tebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan 
ayat ( 3) ti dak di l aksanakan, Apot eker Pemchon dapat membuat 
surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Kantor 
Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala 
Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan, dengan menggunakan contoh 
Formulir Model AP-4 . 

(5) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterirna 
laporan hasil perneril<saan sebagaimana d i ~:'!l<sud ayat (3) u.t.:iu 
pernyat.:ian dimaksud ayat (4), Kepala Kantor Wilay.:ih 
mengeluarl<an Surat Izin Apotik dengan menggunak.:in contoh 
Formulir Model AP-5. 
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D<llani hal hasil pemeriksaan Kepala Balai Pemeri .ks<J.an Ob<J.t dan 
Makanan dimaksud ayat (3 ) masih belum memenuhi syarat, Kepala 
Kantor Wilayah dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja 
menge 1 uar k<ln Su rat Penundaan dengan menggunakan cont oh 
Formulir Model AP-6. 

(7) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), 
Apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang 
belum dipenuhi selambat-l ambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) 
bulan s~jak tangga l Surat Penundaan. 

P.isa l 8 

(1) D<J.lam hal Apoteker menggunakan sarana pihak lain, maka 
penggunaan sarana dimaksud wajib didasarkan atas perjanjian 
kerja sama ant<J.ra Apoteker dan pemilik sar<J.na. 

( 2 ) Pemil i k sarana dimaksud d<J.lam ayat (1•) h<J.rus memenuhi 
persyaratan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran peraturan 
perundang-undangan di bidang obat seb<J.gaimana dinyatakan 
dalam Surat Pernyataan yang bersangkutan. 

Pas a 1 9 

Terhadap permohonan izin Apotik yang · ternyata tidak memenuhi 
persyaratan dimaksud dalam Pasal 5 dan atau Pasar 6 atau lokas i 
Apotik tidak sesuai dengan permohonan, . maka Kepala Kantor Wilayah 
dalam jangka waktu selambat-lambatny"a 12 (dua belas) hari kerja 
wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai dengan alasan-alasan­
nya dengan mempergunakan contoh Formulir Model AP-7. 

B A B VI 

PENGELOLAAN APOTIK 

Pasal 10 

Pengelolaan Apotik meliputi 

a. Pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk 
pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat. 

b. Pengadaan, penyi mp an an, pen ya 1 u ran dan penyerahan pe rbel<a 1 an 
fa rm as i 1 a i n n ya. 

c . Pelayanan informasi mengenai perbel<alan farmasi. 
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Pas a 1 11 

(1) Pelayanan informasi yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf (c) 
mel i P.ut i 

a. Pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan 
lainnya yang diberikan baik kepada dokter dan 
kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat . . 

f armas i 
tenaga 

b. Pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat, 
keama.nan, bahaya dan atau mutu obat dan perbekalan farmas i 
lainnya . 

(2) Pelayanan informasi yang dimaksud dalam ayat 
didasarkan pada kepentingan masyarakat. 

(1) · waj i b 

v' Pasal 12 

(1) Apoteker berkewajiban me~yediakan, menyimpan dan menyerahkan 
perbekalan farmasi yang bermutu baik dan yang keabsa~annya 

terjamin. 

( 2) Ob at dan perbeka 1 an f armasi 1 a i nnya yang karena sesuatu ha 1 
ti dak dapat di gunakan 1 ag i at au di 1 a rang di gunakan, hu.rus 
dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam atau dengan cara • lain yang ditetapkan Direktur Jenderal. 

Pasal 13. 

( 1 ) Pemusnahan di maksud da 1 am Pas a 1 12 ayat ( 2) di 1 akukan o 1 eh 
A pot eke r Penge 1o1 a A pot i k at au A pot eke r Penggant i di bant u 
oleh sekJrang-kurangnya seorahg karyawan Apotik. 

(2) Pada pemusnahan dim~ksud ayat (1), wajib dibuat Serita Acara 
Pemusnah2n dengan menggunakan contoh Formulir Model AP-8. 

(3) Pemusnahan narkotika wajib mengikuti ketentuan perundang­
undangan yang berlaku. 

B A B VII 

P E L A Y A N A N 

Pasa 1 14 . 

(1) Apotik wajib melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter 
hewan. 

(2) Pelayanan resep dimaksud dalam ayat (1) sepenuhnya atas 
tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotik. 

·· -
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Pasal 15 

me 1 ayan i resep 
profesinya yan£ 

sesua i dengan t anggung jaw ab 
dilandasi pada kepent i ngan 

Vc2) Apoteker tidal< diizinkan untuk mengganti obat generik yang 
ditulis didalam resep dengan obat paten . 

(3 ) Dalam hal pasien tidak mampu menebus obat 
didalam resep, Apote ke; wajib berkonsultasi 
untuk pemilihan obat yang lebih tepat. 

yang tertulis 
dengan dokter 

(4) Apoteker wajib. memberikan informasi 

a. Yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserah kan 
kepada pasien. 

b. Penggunaan obat secara 
permintaan masyarakat . 

t epat, aman, rasional 

Pas a 1 1 6 

(1) Apabila Apoteker menganggap bahwa dalarr resep 
keke 1 i ruan at au penu 1 i san resep yang ti da :< t epat, 
harus memberitahukan kepada dokter panulis r esep. 

terdapa t 
Apoteker 

(2) Apabila dalam hal dimaksud ayat . (1) karena pertimbangan 
tertentu dokter penulis resep tetap pada pendiriannya, dokter 
wajib menyatal<annya secara tertulis atau membubuhkan tando. 
tangan yang lo.zim diatas resep. 

Pasal 17 

( 1) s;;i.1 inan resep harus ditandatangani oleh Apoteker. 

(2) Resep harus dirahasiakan dan disimpan di Apotik dengan bail< 
dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. 

(3) Resep at au so.l inan resep 
dokter penulis resep atau 
y .. ng be rsangkut an, pet ugas 
berwenang menurut peraturan 

hanya bo l eh di per 1 i hat kan kepada 
yang merawat penderita, penderita 
kesehat an at au pet ugas lain yang 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 18 

(1) Apoteker Pengelola Apotik, Apoteker Pendamping atau Apoteker 
Pengganti diizinkan untul< menjual obat !<eras yang dinyo.to.kan 
sebagai Daftar Obat Wajib Apotik tanpa resep. 

• 
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(2) Daftar Obnt Wajib Apotik dimaksud dalam aynt (1) ditetiJ.pknn 
oleh Menteri. 

r/ Pasa l 19 

V (1) ApiJ.bila Apoteker Pengelola Apotik berhalangan mela kukan 
tugasnya pada jam buka Apotik, Apoteker Pengelola Apotik 
dapat menunjuk Apoteker Pendamping. 

( 2 ) AP ab i l a Apo t eke r Peng e l o l a Apo t i k d an Apo t eke r Pend amp i n g 
karena hal-hal tertentu ierhalangan melakukan tugasnya, 
Apoteker Pengelola Apotik daJat menunjuk Apoteker Pengganti. 

(3) Penunjukan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus dilaporkan 
kepada Kepala Kantor Wilayah denga~ tembusan kepada Oirektur 
Jenderal dan Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan 
setempat, dengan menggunakan contoh Formulir Model AP-9. 

(4) Apoteker Pendamping dan Apoteker Pengganti wajib memenuhi 
persyaratan dimaksud dalam Pasal 5 . 

(5) Apabila Apoteker Penge l ola Apotik berhalangan melakukan 
tugasnya lebih dari 2 (dua) tahun secara terus-menerus, Sura~ 
Izin Apotik atas nama Apoteker bersangkutan dicabut. 

Pasal 20 

Apoteker Pengelola Apotik turut bertanggungjawab atas pelaksanaan 
kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker Pendamping, Apoteker 
Pengganti didalam pengelolaan Apotik. 

Pasal 21 

Apoteker Pendamping yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1 ), 
be rt anggung jaw ab at as pe l aksanaan t ugas pe 1 ayanan ke f armas i an 
selama yang bersangkutan bertugas menggantikan Apoteker Pengelola 
Apotik. 

Pas a 1 22 

(1) Dalam pelaksanaan pengelolaan Apotik, Apoteker Pengeiola 
Apotik dapat dibantu oleh Asisten Apoteker. 

(2) Asisten Apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotik .­
dibawah pengawasan Apoteker. 
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B A B VIII 

PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN APOTIK 

Pas a 1 23 

(1) Pada setiap pengalihan tanggung jawab pengelolaan kefarmasian 
yang d i sebabkan karena penggantian Apoteker Pengelo l a Apotik 
kepada Apoteker Pengganti, waj i b dilakukan serah ter i rna 
resep, nar kot ik a, oba t dan perbekalan farmasi lainnya serta 
kunci- kunc i t e rnpat penyimpanan narkotika dan psikotrop ik a. 

( 2) Pada serah terima dimaksud ayat (1 ), wajib dibuat be.rita 
acara serah terima sesuai dengan bentuk yang t~lah ditentukan 
dalam rangkap empat yang ditandatangani oleh kedua be l a h 
pihak, yang melakukan serah ter i ma dengan menggunakan contoh 
Formulir Model AP-10. 

Pasal 24 

(1) Apabila Apoteker Pengelola Apotik . meninggal dunia, daiarn 
j an g k a w a kt u du a k al i du a p Ll l uh em pat j am , ah l i war i s 
Apoteker Pengelola Apotik wajib melaporkan kejadian tersebut 
secara tertulis kepada Kepala Ka.ntor Wilayah atau petugas 
yang diberi wewenang olehnya. 

(2) Apabila pada Apotik tersebut t .idak terdapat Apoteker 
Pendamping, pada pelaporan dimaks.ud ayat (1) wajib disertai 
penyerahan resep, narkotika, p~ikotropika, obat keras dan 
kunci tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika. 

(3) Pada penyerahan dimaksud ayat (1 ) . dan (2), dibuat Berita 
Acara Se rah Teri ma sebaga i man a di maksud Pas a 1 23 ayat ( 2) 
dengan Kepala Kantor Wilay~h atau petugas yang diberi 
wewenang olehnya, selaku pihak yang menerima dengan mengguna­
kan contoh Formulir Model AP-11. 

B A B IX 

PENCABUTAN SURAT IZIN APOTIK 

Pasal 25 

Kepala Kantor Wilayah dapat mencabuJ Surat Izin Apotik apabila 

a. Apoteker sudah tidak lagi memenuhi ketentuan yang dimaksud 
Pasal 5, dan atau 

b. Apotel<er tidal< memenuhi l<ewajiban dimaksud dalam Pasal 12 d~rn 
Pasal 15 ayat (2), dan atau 



• • • •"'! I 

• 'l 

. . 

. . .· .. 
~ 

• 
a 

• - . 

·. 

.-

.-
. 
• 

.. ~ \ I 

MENTERI KESEHATAN 

AEPUBLIK INOONESIA 

c. Apoteker Pengelola Apoti k terkena ketentuan dimaksud d<il<im 
Pasal 19 ayat (5), dan atau 

d. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perund<ing­
undangan dima ksud da l am Pasal ~1, · dan atau 

e. Surat Iz i n Kerja Apoteker Pengelola Apotik dic<ibut, dan at<iu 

f. Pemilik Sarana Apoti k terbu kti terlibat dalam pelanggaran 
perundang~undangan dibidang obat, dan atau 

g. Apotik tid~k lagi memenuh i persyaratan dimaksud dalam Pas<i l 6 . 

Pasal 26 

(1) Pelaksanaan pencabutan iz i n apotik sebagaimana dimaksu d dalam 
Pasal 25 huruf (g) dilakukan setelah dikeluarkan : 

a. Peringatan secara tertulis kepada Apoteker Pengelo l a 
Apotik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut , dengan 
tengg<ing waktu masing-masing 2 (dua) bulan dengan 
menggunak<in contoh Formulir Model AP-12. 

b. Pembekuan izin Apotik untuk jangka waktu selama-la~anya 6 
(enam) bulan sejak dikeluarkannya Penetapan Pembekuan 
Keg i at an A pot i k dengan menggunakan cont oh Fo rmu 1 i r Mode 1 
AP-13. 

( 2) Pembekuan i z in A pot i k sebaga i man a di maksud da 1 am ayat ( 1 ) 
h u r u f ( b ) , d a pat d i ca i r k an k em b a 1 i a o ab i 1 a Apo t i k t. e 1 ah 
membukt i knn memenuh i . se 1 u ruh pe rsyarat an sesua i dengan 
ketentu~n dalam Peraturan ini ~engan menggunakan contoh 
Formul,i r Model AP-14. 

(3) Pencairan Izin Apotik dimaksud dalam 
setelah menerima laporan pemeriksaan 
Pemeriksaan Obat dnn Makanan setempat. 

Pasal 27 

ayat 
dari 

(2) dilakuk<in 
Kepala Balai _ 

Keputusan Pencabutan Surat Izin Apotik oleh Kepala Kantor Wilayah 
disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dengan mengg~nakan 
contoh Formulir Model AP-15 dan tembusan kepada : 

a. Direktur Jenderal. 

b. Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan setempat. 

I 
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MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INOONESIA 

Pasal 28 

Apabila Surat Izin Apotik d i cabut, Apoteker Pengelola Apotik atau 
Apoteker Pengg<rnti wajib rnengarnankan perbekalan farmasi sesua i 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 29 

Pengamanan d i rnaksud Pas a 1 23 waj i b meng i kut i tat a car a sebaga; 
berikut : 

a. Dilakukan inventarisasi terhadap seluruh persediaan narkotika, 
obat keras tertentu dan obat lainnya serta seluruh resep yang 
tersedia di Apotik. 

b. Narkotika, Psikotropika dan resep . h~rus dimasukkan daiam 
tempat yang tertutup dan terkunci. 

c. Apoteker Peng~lola Apotik wajib melai:orkan secara tertulis 
kepada Kepala Kantor 'Nil ayah at au pet ug .is yang di beri wewenang 
olehnya, tentang penghentian kegiatan disertai lapcrn.n 
inventarisasi yang dimaksud dalam huruf (a) . 

B A B X 

P E M B I N A A N 

Pasal -30 

(1) Pembinaan terhadap Apotik dilaksanakan oleh Kepala Kantor 
Wilayah atas petunjuk teknis Direktur Jenderal. 

(2) Dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian, Apotik wajib terbuka 
untuk di peri ksa ol eh Peni 1 i k Obat dan Makanan berdasarkan 
surat penugasan Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah. 

(3) Tata cara pemerilc:.;aan menggunal<ari contoh F0,·mu1; ·r Model 
AP-16. 
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MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INOONESIA 

B A B XI 

KETENTUAN PIDANA 

V Pasal 31 

Pelanggaran terhadap Undang-undang No. 9 Tahun 1976 ~entang 

Narkotika, Undang-undang Obat Keras No. St 1937 No. 541, Undang­
undang No.23 tahun 1992 serta ke \ entuan peraturan perundang­
un-dangan lainnya yang terjadi di Ai:-otik dapat dikenakan sanksi 
pidana sesuai pe:a:urar. perundang-undangan yang 
bersangkutan. 

B A B XII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa1 32 

Izin Apotik yang masih berlaku agar menyesuaikan dengan peraturan 
ini setelah habis masa berlakunya. 

B A B XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 33 

( 1 j Semua -Ketentuan Menteri tentang Apotik lainnya yang tel ah 
dikeluarkan sebelum ditetapkannya ·peraturan ini masih tetap 
berlaku sepanjang tidal< bertentangan dengan peraturan ini . 

( 2 ) Ha 1 - ha 1 yang be 1 um at au b e 1 um cu k up d i at u r d a 1 am Pe r at u ran 
ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal . 

• 
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MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

Pasal 34 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Agar set i ap orang menget ahu i nya, me mer int ah kan pengumuman 
Peraturan in·i dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 

Ditetapkan di J a k a r t a 

Pad a t angga 1 23 Oktober 1993 

r. Sujudi 

• 

c:/pcr-1.44 
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Nc1..or 
Lampi inn 
Peri ha 1 Per~ohc~un I~in Apatik. 

Bersarna ini kami ;;;eitgajuka;i 
dengan data-data sebagai berikut 

,.., ,_. 

Perr.chon 
Nama Perr.chcit 

Nemor Surat I<:in Kerja 

~.:Cmor Kartu Tanda Pe;iduduk 

A 1 amat dan ~.!.::rr.01 Te 1 epcit 

Pekerjaan Sekarang 

Norr.or Pokok ';/aj i b Pajak 
( NP':/P ) 

Apotik 
Nama Apctik 

Alamat 

~mar Te 1 epc;i 

Kecamatan 

Propinsi 

K e p a d a 

Yth. Kepa 1 a Kanter \'Ii 1 ayah 
Departemen Kesehatan 

Prepinsi 
di 

per;;;cheita.~ untuk mendapatkan I L.. I II 

......................... 

. .......... · .................... . 

..................... 

................................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
< .... · ............ . 

/• 

....................... 
................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

............................. 

AP-1 

A--·~ I, 
f""\t-"J \. I " 
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Lampi ran 
Periha1 

KESE!-tATA."~ RI 

922/MENKES/Pffi/X/i~~3 
KETENT1JAi"~ DA~~ TATA ~0A 

t"~NTOR '.'/ILAYAH DEPAF~TEMEN KESEHATAN REPU8L.IK 

naf"\nr.ic-r 
r1 \Vr l.l'hJ.1. 

Pero.chcnan Izin Apotik. K e p a d a 

An_,.., 
,..._, L 

Yth. Kepa1u 8a1ni Perneri~3UU~ 

Cba.t dun Makur:un 

Sehubungan dengun surat per~chor.w1 dari Apcteke1 

Ne. tar.gga1 

Ill I 

ta~~adap per~chcnan Apotik 

- ...... -...: i... ..... , 
t-JCI 1 1 IQ. I 

di al at.at 

pero.chcnan i.;: in 

Ha:; i 1 pe 1 aksanu.ar~ pemer i ksaan tersebt-: t supaya di sarr.pa i kar. kcpada kwil i du 1 t11i 

bentuk Serita Acara (Fcrmu1ir- AP-3) 

hnr~ kerja sejuk 3u1at 1n1 diterima. 

se 1 a11bat- l at.batnya da 1 am waktu c: 
v r--~- ' 

\ ~· IUJtl I 

Camikianlah untt.<k dilaksnnnkan sabasaimana iiiestinya . 

Ke pa 1 a Kantor \·:i 1 ayuh Dep. Kes. RI 

Prcp;ns; ....................... 

NIP 
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I t.._1~ I Ml"t\.J 

Pada hari i ni 

922/MENKES/PER/X/1~93 

APOTIK 

BER IT A PE~·1ERIKSAA~~ APOTI K 

tangga l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bu 1 o.n ....... . ... .. . 

tahun karn i yai'ig berta.r~datar1gar1 di .......................... 
1111 

1.Nama ................................................ . .. ... .. 
Par.gkat ............................................. .. .... . .... 
Jabatan 

N. LP. . ...... . ......... . . . ............................... .... . 

2. N a m a 

Pangkat 

Jabatan 

N. I.P. 

Serdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Mak an an 

No. . ............ . 
' 

tanggal (Surat Penugasan Kepa1a Kantor 

\•/ilayah Oep.Kes. R. I. Prcpinsi .................... No. 

tanggal .. . ................ ) telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap: 

Nama Apotik 

A l a m a t 

K e c a m a t a n 

Kabupaten/Kotamadya .............. ... ................. · ............... ... . . 

Propi nsi 
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Nemer 

Lampi ran 

Perihal 

' , 'I 

~ 

TENTAN3 

' . 

AP-4 

LAMPIRAN PERATIJRAN· MENTERI KESEHATAN 

922/MENKES/PER/X/1993 
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK 

.................. ' ............. . 

Pernyataan siap 
melakukan kegiatan.-

Dengan hormat, 

K e p a d a 

Yth. Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Kesehatan 

Propinsi 
di -

Menunjuk Surat Permohonan kami nomor 

tanggal dan menunjuk ketentuan SK Menteri Kesehatan No • 

922/MENKES/PER/X/1933 Pasa 1 7 ayat ( 4), dengan i ni kami 1 aporkan 

bahwa. Apotik yang beralamat di Jal an 

........................ ' Kecamatan 

telah siap untuk melaksanakan kegiatan. 

Demikianlah untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan 

terimakasih .-

Apoteker Pengelola Apotik 

SIK ................ . 

Tembusan Keoada Yth. : 

1. Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat dan Makanan di Jakarta 

2. Kepala Balai POM di 
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AP-5 

LAMPIRAN PERAn.JRAN MENTERI KESEHATAN 

~ 

THITANG 
922/MENKES/PER/X/1993 
KETENn.JAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN .AFOTIK 

MEMBACA 

MENIMBANG 

MENGINGAT 

MENETAPK.A.N 
Pertama 

S U R A T I Z I N A P 0 T I K 

No. 

KANTOR W1LAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN 

PROPINSI .......... ; .............. . 

·Surat permohonan . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tang1al 

tentang permohonan untuk memperol ~h 

izin Apotik. 

Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 
dan permohonannya dapat disetujui, oleh karena itu menganggap 
perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan. 

1. Undang-Undang ,Obat Keras (St.1937 No.541 ); 

2. Undang-Undang . No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran 
Negara Tahun 1976 No. 37, Tambahan Lembaran Negara No. 
3086); 

3. Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran · Negara No. 
3495); 

4. Peraturan Pemerintah No . .. 25 tahun 1980 tentang Perubahan dan 
Tambahan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1965; 

5. Peraturan Pemerintail No. 41 tahun 1990 tentang Masa Bakti 
dan Izin Kerja Apoteker. 

6. Pera tu ran Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/X/1993 
tanggal 23 Oktober 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pemberian Izin Apotik. 

ME . MU TUSK AN 

Memberi izin Apotik kepada 

N a m a 



,. 

.. 
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.... 
' ' 

..) . .... ' . 

A a m a t .................................... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Surat Izin Ke r ja Nomor ....... . .... . tgl . . ............... . 

Nama Apotik 

A a m a t 

K e c a m a t a n 

Kabupaten/Kotamadya 

Prop i nsi 

Oengan menggunakan sarana Mili k sendiri I Milik pihak lain 

Nama Pemili k Sarana 

Akt e Perj an j i an Ke rj a Sama ncmo r : . ............. ......... ... . . . 

. Tanggal . . ................................. . 

Yang dibuat dihadapan Notaris : .................... . .......... . 

Di ................................ . .. . 

dengan ketentuan sebagai beri kut 

1. Izin Apotik ini ber l aku untuk Apoteker atau Apoteker bekerja 
sama dengan Pemilik Sarana Apotik, di lokasi dan sarana 
sebagaimana tersebut diatas . 

2. Penyelenggaraan Apotik, harus selalu mematuhi 
peraturan perundang-undangan yang ber l aku. 

ketentuan 

K e d u a Surat Keputusan ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal 
dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan No. 
922/MENKES/PER/X/1993 ten tang K.etentuan dan Tata Cara Pember i an 
Izin Apotik . 

Tembusan Keoada Yth. : 

1. Oirektur Jenderal Pengawasan 
Obat dan Makanan di Jakarta. 

2. Kepala Balai POM di 

Oi -:: e+apkan di 
Pada tanggal 

Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. 

Propinsi ... . ........... .. . .. . 
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Nomor 
Lampi ra'1 
Perihal 

•• 
AP-6 

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEf-IATAN • 
~ 

TENTANG 
922/MENKES/PER/X/1993 
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK 

KANTOR WILAYAH OEPARTEMEN KESEf-IATAN . 

PROP I MS I 

Penundaan Pember i an 
Izin Apotik. 

' ................ . 

K e p a d a 

Yth. 

Apoteker 

di -

Sehubungan dengan surat Saudara No ........................ . 

tanggal ........................... perihal permchonan izin Apotik, 

maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami belum dapat menyetujui 

permohonan tersebut karena : 

1 • • ••••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 

2. . .............................................................. . 

3. . .............................................................. . 

Selanjutnya kepada Saudara kami minta melengkapi kekuransan 

tersebut selambat-lambatnya dalarn waktu (satu) bulan sejak 

tanggal surat ini. 

Oemikianlah untuk dimaklumi.-

Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. 

Propinsi ............... ...... 

Tembusan Kepada Yth. 

1. Oirektur Jenderal Penoawasan 
Obat dan Makanan di Jakarta 

2. Kepala Balai POM di 
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Nomor 
Lampi ran 
Peri ha 1 

J • • I 

~.a"CR 

TENTANG 

AP-7 

U\MPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN 

922/ MENKES/PER/X/1993 
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN !ZIN APOTIK 

.............. ' ............... . 
Penolakan Izin Apotik.- K e p a d a 

Yth. 

Apoteker Pengelola Apotik 

di -

Sehubungan dengan surat Saudara No .•••••••••••••.........•. 

tanggal ........................... perihal Permohonan Izin Apotik, 

maka dengan i ni kami beri tahukan bahwa kami ti dak dapat rr.enye tuj <..Ji 

permohonan tersebut karena 

1. 

2. 

3. . ......................... ' ................. • ..................... . 

4. 

Demikianlah untuk diketahui 

Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. 

Propinsi .................... . 

) 
Tembusan Keoada Yth. 

1. Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat dan Makanan di Jakarta 

2. Ke!')ala Balai POM di ............... · .. 
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NOMCR 
TENTANG. 

LA.MPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN 

922/MENKES/PER/X/1993 
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK 

BERITA ACARA PEMUSNAHAN PERBEKALAN FARMASI 

Pada hari ini ................ tanggal bulan 

AP-8 

tahun ........................ sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 

922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, 

kami yang bertanda t~ngan di bawah ini : 

Nama Apoteker Pengelo a Apotik 

SIK No. 

Nama Apo ti k 

Alamat Apotik 

Telah melakukan pemusnahan 

Tempat melakukan pemusnahan 

...................................... . ..... 

. . . : .............. tanggal ................. . 

............................................ 

............................................... 

perbekalan farmasi sebagaimana 
dalam daftar terlampir. 

tercantum 

. 1 •• · •••••••••••••••••••••••• •• ••••••••••••••• 

Serita Acara ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab. 

Serita Acara ' ini dibuat daiarn rangkap 2 (dua) dan dikirimkan kepada : 

1. Kepala Kantor Wilayah Oepartemen Kesehatan· Propinsi ................... ... . 

2. Kepa 1 a Ba 1 ai Pemeri ksaan Obat dan Makanan di ............................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Karyawan yang membantu Yang membuat Serita Acara 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ...................... 

SIK ................. . 
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No. urut 

·' 

• 

LAMPIRAN DAFTAR PERBEKALAN F,A.RMASI YANG DIMUSNAHKAN 

N a m a Jumlah Alasan pemusnahan 

. ......... ' 

Yang membuat Berita Acara 

SIK ..... ~ ......... . 
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.. Lampi ran 

Perihal 
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LAMPIFv\N PERATURAN MENTERI KESEHATAN 

922/MENKES/PER/X/1993 ~ 

TENT ANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK 

Laporan Penunjukan Apoteker 
Pendamping/Apoteker Pengganti. 

o.engan harm.at' 
•. 

K e p a d a 

Yth. Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Kesehatan 

Propi nsi 
di -

AP-9 

Menunjuk pada Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan No. 

922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian 

Izin Apotik, maka dengan ini kami laporkan bahwa kami telah 

menunjuk Apoteker Pedamping/Apoteker Pengganti pada Apcti k 

.................. sebagai berikut : · 

N a m a 
,· 

A 1 a m a t ...................... . ... ................ 

Nomor SIK 

Jangka waktu per.unjuk.:.n 
untuk Apoteker Pengganti 

yang kami pastikan bahwa Yan9 bersangkutan tidak bekerja pada usaha 

farmasi dan tidak bertindak sebagai Apoteker Pengelola, Apoteker 

Pendamping atau Apoteker Pengganti pada Apotik lain. 
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Bersama ini kami lampirkan 

1. Salinan/foto copy Surat Izin Kerja Apoteker. 

2. Salinan/foto copy Kartu Tanda Penduduk. 

3. Surat Pernyataan kesediaan bekerja sebagai Apoteker 

Pendamping/Pengganti. 

Demikianlah laporan kami, atas perhatiannya kami ucapkan 

terima kasih 

Tembusan kepada Yttl. 

1. Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat dan Makanan di Jakarta . 

2. Kepala Balai PCM di 

............ ' .............. . 

Apoteker Pengelola Apotik 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
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TENT ANG 

U\MPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN 

922/MENKES/PER/X/1993 
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK 

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERALIHAN TANGGUNG JAWAB 
PELAYANAN KEFARMASIAN 

AP-10 

Pada hari i ni . . . . . . . . . . . . . . . . tangga 1 ................. bul an .............. . 
tahun ........................ sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 
922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, 
kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

A. Apoteker Pengelola Apotik yang lama 

N a m a 

Mcmor SIK 

A 1 a m a t ............................................ 

Nama Apoti k ............................................ 

A 1 amat Apoti k ........................................ . ... 

B. Apoteker Pengelola Apotik yang baru/pengganti 

N a m a .............................................. 

Nomor SIK ................................. . ........... 

Alamat ........ ; ........................... . ....... . 

c. Deng an disaksikan oleh 

1. N a m a ............................................. 

J a b a t a n ............................................ 

Nom0r SIK ......................................... .. 

2. N a m a ......... ~ ................................ . 

J · a b a t a n ....................................... .... 

Nomor SIK ............ · .......................... . ... . 

Tel ah melakukan penyerahan 

1. Resep-resep. 
Dari tanggal 
berjumlah 

................... sampai dengan tanggal .............. . 

.............. 1 embar. 

2. Obat-obat narkotika sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir. 
Kunci-kunci lemari penyimpanan terdiri dari ............ buah. 
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3. Obat Keras Tertentu/Bahan Berbahaya dan obat lainnya sebagaimana· 
daftar terlampir. 
Kunci-kunci lemari penyimpan Obat Keras Tertentu/Bahan Berbahaya dan 
obat lainnya terdiri ............... buah. 

4. Lain-lain yang dianggap perlu . 

Demikianlah Berita Acara Serah Terima ini k~~; buat sesungguhnya dengan penuh 
tanggung jawab. Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan dikirimkan 
kepada 

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. 
Departemen Kesehatan RI. 

2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan 
Propinsi .................................... . 

3. Kepala Balai PCM di 

4. Satu sebagai arsip. 

Yang menerima 
Apoteker Pengelola Apotik 

yang baru/pengganti 

SIK 

Saksi-saksi 

1. ( 

SIK : 

2. ( 

SIK 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ' • . • . . . . . • • . . • . . 19 .. 

Yang menyerahkan : 
Apoteker Pengelola Apotik 

yang lama 

( 

SIK 
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LAMPIRAN PERA11JRAN MENTERI KESEHATAN 

~ 

TENTANG 
922/MENKES/PER/X/1993 
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN· APOTIK 

SERITA ACARA PENYERAHAN UN11JK PENGAMANAN RESEP, 
NARKOTI KA DAN PS I KOTROP I KA 

KARENA APOTEKER PENGELOLA APOTIK MENINGGAL DL'NIA 

AP-11 

Pada hari ini ... .. ........... tanggal ................. bulan .............. . 
tahun ........................ sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 
922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, 
kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. Ahli Waris Apoteker Pengelola Apotik 

N a m a · ............................................ 

A 1 a m a t ........................................... 

Nama Apotik ........................................... 

A 1 ama t Apo t i k .......................................... . 

2. Dengan disaksikan oleh 

a. N a m a ............................................ 

J a b a t a n I ........................................... 

S I K .............. . ............ .... ........... · . . 

b. N a m a ........................ .... ............. .. 

J a b a t a n ................................ .......... . 

s I K ....................... . .. .. ........... . ... 

Telah melakukan penye~ahan untuk p8ngamanan 

1. Resep-resep. 
Resep dari tanggal ................. sampai dengan tanggal 
berjumlah ................. lembar. 

2. Narkotika sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir. 

3. Obat Keras Tertentu/Bahan Berbahaya dan obat lainnya sebagaimana tersebut 
dalam daftar terlampir. 

4. Kunci lemari tempat penyimpanan narkotika sebanyak .......... buah . 

5. Kunci lemari tempat penyimpanan Obat Keras Tertentu dan Bahan Berbahaya 
serta obat lainnya sebanyak ........... buah. 

6. Lain-lain. 
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kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan rropinsi 

N a m a 

N I P 

serah terima dilakukan di 

Alasan serah terima Karena Apoteker Pengelola Apotik meninggal 
dunia dan pada Apotik tidak te rdapat 
Apoteker Pendamping. 

Demikianlah Derita Acara ini kami bunt sesungguhnya dengan penuh tar1ggung 
jawab. aerita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan dikirimknn kepnda : 

1. 

,, 
'- . 

..., 

...;. 

A 
~. 

Direktur Jenderal rengnwnsan Obat dan Makanan . 
Oepartemen Kesehatan nI. 

Kepala Kantor Wilayah Oepartemen Kesehatan 
rropinsi ........... ....... .................. . 

Kepala Oalai remeriksaan Obat dan Makanan .... .... ..... .. . 

Satu sebagai arsip. 

• •••••••• •••••••• ' ••••• • •• • •••• •• 1'.J •• 

Yang menerima Ynng menyerahl~an : 
Ah 1 i \·/ari s 

Apoteker Pengelola Apotik 

Saksi-saksi 

1. 

,, 
'- . 

SIK 

SIK 
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DAFTAR PERINCIAN NARKOTIKA YANG DISERAHTERIMAKAN 

NO.URVT N.AMA NARKOTIKA JUMLAH KET ERA NGAN 

---------~--------~----~----------~--~~~---------------~~~-----------

I NO.URVT 

,, 
I 
I 

DAFTAR PERINCIAN OBAT KERAS TERTENTU / 
BAHAN BERBAHAY~, DAN OBAT LAINNYA YANG DISERAHTERIMAKAN 

NAMA OBAT KERJ..S TERTENTU/ 
BAHAN BERBAHAYA L4.HINYA JUMLPH KETERANGAN 
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....... 
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Nomor 
Lampi ran 
Perihal 

' . 

~ 

TENT ANG 

P.P-12 
LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KESEHATAN 

922/MENKES/PER/X/1993 
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK 

KANTCR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN 

PROP I NS I 

................ ' ............ . 
Peri ngatan ke ........... . K e p a d a 
tentang Pelaksanaan Keten­
tuan Perizinan Apotik .-

Sesuai dengan izin Apotik 

atas nama 

Yth. 

No. 

di -

tanggal 

dengan 

lokasi .................................................... ' 

setelah kami mengadakan pemeriksaan ternyata Apotik Saudara tidak 

memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku, antara lain : 

1 • • ••••••••.•.••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2. . .............................................................. . 

3. . .............................................................. . 

4. . ....... . • ...................................................... . 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta Saudara 

untuk memenuhi ketentuan p·~rizinan yang berlaku. 

Demikianlah untuk kiranya menjadi perhatian Saudara. 

Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. 
Propinsi ......•.............. 

Tembusan Kepada Yth : 

1. Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat dan Makanan di Jakarta. 

2 • Ke pa 1 a Ba 1 a i POM di ...... . 
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
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Nomor 

MEMBACA 

MENIMBANG 

MENGINGAT 

1'DM8R 
TENT ANG 

LAMPIRAN PERATUP.AN ME~ITERI KESEHATAN 

922/MENKES/PER/X/1993 
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK 

AP-13 

SURAT KEPUTUS:\N KEPALA KANTOR 
WILAYAH DEP.KES. 

PROPINSI ............ . 

KEPALA KANTCR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN 

Surat Kepala Balai Perneriksaan Obat dan Makanan ............... . 

Nomor ............................... tanggal 

perihal usul pembekuan Izin Apotik atas nama 

Bahwa Apotik ...................... telah melakukan pelanggaran-
pelanggaran : 

1 • • .•.•.•.....••...•...•••••••.••••••••• -· ••.•••••••...••..••... 

..................................................... ~ ...... . 

2. . ................. ........................................... . 

3. . ............................................ . .............. . 

4. . ....................................•.......•............... 

1. Undang-undang Obat Keras (St. 1937 No.541 ); 

2. Undang-undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495); 

3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik . 



• ·· ~·. IJ/w ' 
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MENETAPKAN 

Pertama 

K e d u a 

Ketiga 

Keemoat 

.. 

ME MU T ·U SK AN 

Membekukan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Oepartemen 

Kesehatan Propinsi ..................... No . 

. . . . . . . . . . t angga 1 tentang pemberian Izin 

t. ;::iot i k ......................... . 

Surat Keputusan ini berlaku selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak 
tanggal ditetapkan. 

Pencairan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Oepar-emen 
Kesehatan dimaksud dalam Diktum Pertama akan dilakukan de1gan 
penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depart men 
Kesehatan apabila Apotik telah memenuhi persyaratan se~ ·Jai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah dimaksud dalam 
Oiktum Pertama akan dilakukan bila setelah 6 (enam) bulan sejak 
tanggal ditetap kannya Surat Keputusan ini Apotik masih be l um 
memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Ditetapkan di 

Pada tangga 1 

Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes . 
Propi nsi .... ... .. .. .. .. .. ... . 

Salinan Surat Keputusan ini 
disampaikan kepada : 

1. Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat dan Makanan di Jakarta. 

2. Kepala Balai PCM di 
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Nomor 

• 
MEMBACA 

MENIMBANG 

MENGINGAT 

t'-0'-rn 
TENTANG 

AP-14 

LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KESEHATAN 

922/MENKES/PER/X/1993 
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN !ZIN AFQTIK 

-SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTCR 
WILAYAH DEP.KES. 

PROPINSI ............ . 

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN 

Surat Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan ............... . 

Ncrnor . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . tangga 1 

perihal usul Pencairan Izin A~otik atas nama 

Bahwa Apoteker Pengelola Apotik telah rnernenuhi kernbali 

persyaratan Apotik yaitu : 

1 • . •.....•••.••.••...•.•.••.•••.•..........•.•...•.•......•.•.. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. . ........................................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. . .................................................. ..... .... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. . ..................................................... .. . .. . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. Undang-Undang Obat Keras (St. 1937 No.541); 

2. Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran 
Negara Tahun 1976 No. 37, Tambahan Lembaran Negara No. 3086); 

3. Undang-Undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495); 

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik . 
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MENETAPKAN 
Pertama 

K e d u a 

M E M U T U S K A N 

Mencabut kemba l i Surat Keputusan Kepala Kantor 

Departemen Kesehatan Propinsi 

.......................... tanggal 

Pembekuan I z in Apot i k ......................... . 

Surat Keputusan ini ber1aku sejak tru19gal ditetapkan. 

Ditetapkan di 

Pada tanggal 

Wilayah 

No. 

ten tang 

Kepala Kantor Wilayah Oep.Kes. 

Salinan Surat Keputusan ini 
disampaikan kepada : 

1. Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat dan Makanan di Jakarta. 

2. Kepala Balai POM di 

Propinsi .................... . 
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TENT ANG 

. . 
AP-15 

LAMPIP.AN PERATURAN MENTER! KESEHATAN 

922/MENKES/PER/X/1993 
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN !ZIN APOTIK 

Nomor . . SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTCR 
WILAYAH DEP.KES. 

...... . .............. 

MEMBACA 

MENIMBANG 

MENGINGAT 

PROPINSI ............ . 

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN 

. 
Surat Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan .... ~ .......... . 

Nomor ................ .- .............. tanggal 

oerihal usul Pembekuan Izin Apotik atas nama 

Bahwa Apotik 
pelanggaran : 

telah melakukan pelanggaran-

1 • • •.••••.••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. . ........................................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. . ................... . • ..... · .................................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. . ........................................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. Undang-undang Obat Keras (St. 1937 No.541 ); 

2. Undang-undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 No. 100; Tambahan Lembaran Negara No. 3495); 

3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik . 
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M E M U T U S K A N 

MENETAPKAN 
Pertama Mencabut Surat · Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen 

Kesehatan RI Propinsi .................. No •••••••••••••••••••• 

. ......... tanggal ...................... tentang Pember i ari Iz i n 

Apot ik .............. ·.· .......... . 

K e d u a Surat Keputusan i ni berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Salinan Surat Keputusan ini 
disampaikan kepada : 

1. Direktur Jenderal Pengawasan 
Obat dan Makanan di Jakarta. 

2. Kepala Balai POM di 

Di tetapkan di 

Pada tangga 1 

Kepa l a Kantor Wi l ayah Dep. Kes. 

Prop i ns i .................... . 

( ... .... . ......... . .. ... . 
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TENT ANG 

AP-16 
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN 

922/MENKES/PER/X/1993 
KETENTUAN DAN TATA CAJiA PEMBERIAN IZIN APOTIK 

SERITA ACARA PEMERIKSAAN APOTIK 

Pada hari i ni . . . . . . . . . . . . . tangga 1 .......................... bul an ........ . 

tahun ................................. , kami yang bertanda tang an dibawah 

ini 

1. N am a ......................................................... 
Pangkat ....... • ................................................ . 
Jabatan 

N. I.P. 

2. N am a 

Pangkat 

Jabatan 

N. I.P. 

3:. N a m a 

Pangkat 

Jabatan 

N. I.P. 

Berdasarkan surat tugas dari Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan I 

Kepa 1 a Kant?r Wi 1 ayah Oepartemen Kesehatan Propi nsi •.••••••••••.•..........••. 

No. tanggal tel ah 

melakukan pemeriksaan setempat terhadap : . 

Nama Apotik ....................................................... . 
A 1 a m a t ....................................................... . 
Kecamatan ........................................................ 

Kabupaten/Kotamadya ........................................................ 
Propinsi ........................................................ 

Dalam rangka ...................... .... .......................... .. .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



. ·-- . ,. . 

. .. 

..... No. 

.. 
I. 

.. 

· ~ . 

Perincian 

BANGUNAN 

1. Alamat Apotik 

2. Luas bangunan Apotik 
seluruhnya 

3. Ban gun an terdiri 
dari 
a. Ruang tunggu 

b. Ruang peracikan 
dan penyerahan 
obat 

c. Ruang administra 
si dan kamar ker 
j a Apoteker 

d. Ruang tempat 
I pencucian alat 
I 
I I 

e. w.c. 

4. Keadaan bangunan 
a. Dinding 

b. Langit-langit 

c. Atap 

I 

HASIL PEMERIKSAAN 

Keadaan pada 
saat pemerik­
saan terakhir 

I , 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

Kenyataan 
pada saat 

in i 
Keterangan 
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No. 

IL 

I • 
I 
I 

. ' • 

Peri nci an · 

d. Lantai 

I 
I 

5. Kelengkapan bangunan: 
calon Apotik 
a. Sumber air 

b. Penerangan 

c. Alat pemadam 
kebakaran 

d. Ventilasi 

e. Sani tasi 

6. Papan nama 

PERLENGKAPAN 

1. Alat pembuatan, pe­
ngolahan dan pera 
cikan. 
a. Gelas ukur, 

1 O m 1 , 1 00 m 1 , 
250 ml 

Keadaan pada 
saat pemerik­
saan terakhir 

' 

Kenyataan 
pada saat 

i ni 
KeterangClJ1 
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I 

No. ~ 
I 

,Perincian 
Keadaan pada. 
saat pemerik­
saan terakhir 

Kenyataan 
pada saat 

i ni 
Keterangan 

-------~---------------------------------~---------~------~-~-~--~-----

d. Panci pengukur 
1 liter 

e. Co1~ng berbagai 
uku r an 

f . Timbangan mili-
gram dengan anak 
timbangan yang 
sudah di tera 

g . Timbangan gram 
dengan en am ti m-
bangan yang su-
dah ditera 

h. Thermometer, ber 
. 0 

kala 100 C 

i. Martir garis 
tengah 5 sampai 
dengan 10 cm dan 
10 sampai 15 cm 
beserta alu 

j. Spatel logam/ 
tanduk/plastik 
dan porselen 

k. Cawan penguap 
porselen, garis 
tengah 5 sampai 
dengan 15 cm 

I 
I 
I 
I 

I I 
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No. 

. ' 

I 
I 
I 
IL 

I 
I 

I · 

.. ' . . ' 

·Peri nci an 

1. Batang pengaduk 

m. Penangas air 

n. Kompor atau alat 
pemanas yang 
sesuai 

o. Panci 

p. Rak tempat penge 1 

ringan alat 

2. Perlengkapan dan 
alat perbekalan 
farmasi 
a. Botol 

I 
I 

b. Lemari dan rak : 
untuk penyimpanan' 
obat 

c. Lemari pendingin 

d. Lemari untuk pe­
nyi mpanan racun, 
narkotika dan 
bahan obat berba 
haya lainnya 

3. Wadah pengemas dan 
pembungkus 
a. Etiket 

Keadaan pada 
saat pemerik­
saan terakhir 

I 
I 

. I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

. I 
I 

Kenyataan 
pada saat 

i ni 
Keterangan 

( 

. . 
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No. 

4. 

Perincian 

b. Wadah pengemas 
dan pembungkus 
untuk penyerahan 
obat 

A lat adm in i st ras i 
a . Blangko pesanan 

obat 

b. Blangko kartu 
stok obat 

c. Blangko salinan 
resep 

d. Blangko faktur 
dan blangko nota 
penjualan 

e. Buku pembelian 

f. Buku penerimaan 

h. Buku pengiriman 

i .· Buku pembukuan 
keuangan 

j. Buku pencatatan 
narkotika 

k. Buku pesanan 
obat narkotika 

Keadaan pada 
saat pemerik­
saan terakhir 

I 
I 
I 
I . , 
I 

I ., 
I 
I 

Kenyataan 
pada saat 

i ni 
Keterangan 

..... 

. ... 

• 
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No. 

I 
I 
I 
I 

L I 

-· ' ' ' ' 

Perincian 

l . Form l aporan 
obat narkotika 

m. Buku pencatatan 
penyerahan racun 

n. Alat-alat tulis 
dan kertas 

5. 1. Buku standard 
yang diwajibkan 

2. Kumpulan peratu­
ran perundang­
undangan yang 
berhubungan de­
ngan Apotik 

6. Tempat penyimpanan 
khusus narkotikc 

Keadaan pada 
saat pemerik­
saan terakhir 

Kenyataan 
pada saat 

i ni 
Keterangan 

.. 

.. 

• 
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' III. PERSONALIA 

1. Nama Apoteker Pengelola A~otik 

Al am . at 

Nomor S.I.K. 

2. Apoteker Pedamping 

A 1 a m a t 

Nomo r S . I . K. 

3. Nama Pemilik Sarana Apotik 

A 1 a m a t 

4. Asisten Apoteker 

a. N am a 

Nomor S. I.K. 

b. N am a 

Nomor S. I .K. 

c. N a m a 

Nomor S. I .K. 

d. N am a 

Nomor S. I.K. 

5. Tenaga lain . . 

a. Administrasi orang 

b: Juru racik orang 

c. Keamanan orang 

d. Lain-lain orang 

6. Apakah Apoteker Apotik bekerja penuh di Apotik ? 

7. Jika tidak, apakah Apoteker tersebut bekerja pada perusa­
haan lain ? 

8. Jika Apoteker bekerja sebagai Apoteker Pengganti/Pendam -
ping, apakah sudah dilaporkan kepada Kantor Wilayah De -
partemen Kesehatan setempat ? 

9. Apakah Apoteker Pengelola Apotik/Apoteker Pengganti/Apo -
teker Pendamping selalu berada di Apotik selama Apotik 
buka ? 

• 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak .. 

Ya/Tidak 
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IV. PENGELOLAAN DAN PELAYANAN 

1. Apakah ruang dalam bangunan Apotik berada dalam keadaan 
bersih ? 

2. Apakah Apotik hanya melakukan kegiatan yang sesuai dengan 
tugas dan fungsi Apotik (yang ada hubungan dengan pela -
yanan kesehatan) ? 

3. Apakah Apotik pernah menerima resep dengan obat Generik 
dan menggantinya dengan obat paten ? 

4. Apakah Apotik pernah melayani resep dengan mengganti obat 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

tanpa konsultasi dengan dokter penulis resep ? Ya/Tidak 

5. Apakah Apotik hanya melaksanakan pengadaan, penyimpanan 
dan penyaluran obat-obatan yang terdaftar pada Departemen 
Kesehatan R.I. ? Ya/Tidak 

6. Apakah obat-obat yang tersedia di Apotik bersumber dari 
pabrik, PBF atau sumber lain yang sah .? Ya/Tidak 
(eek dari bukti faktur). 

7. Apakah tersedia obat-obat Generik sesuai dengan DCEN untuk 
Rumah Sakit tipe C-D? Ya/Tidak 

8. Apakah surat pesanan selalu ditandatangani oleh Apoteker 
Pengelola Apotik atau Apoteker Pendamping/Pengganti ? Ya/Tidak 

9. Apakah surat pesanan selalu memakai blanko surat pesanan 
dari Apotik ? 

10. Apakah surat pesanan mempunyai ncmor yang berurut ? 

11. Apakah faktor penerimaan obat selalu ditandatangani oleh 
Apoteker/Asisten Apoteker dengan mencantumkan nama terang 
dan No. SIK ? 

12. Apakah Apotik hanya menyer.ahkan obat)bahan obat· keras di­
luar daftar obat wajib Apotik dengan resep dqkter? 

13. Jika obat/bahan obat keras diserahkan tanpa resep dokter 
apakah dfserahkan kepada yang berhak sesuai dengan pera -
turan perundang-undangan yang berlaku .? 

14. Apakah dipergunakan kartu stok ditempat penyimpanan obat ? 

15. Apakah dalam kartu stok tercantum : 
a. Nama obat 
b. Sumber obat 
c. Sumber pembelian 
d. Jum 1 ah pemasukan oba t · 
e. Jurnlah pengeluaran obat 
f. Sisa obat 
g. Nornor batch 
h. Tanggal kadaluarsa 

16. Apakah jumlah obat dalam kartu stok sesuai dengan jumlah 
yang ada ? 

17. Apakah ditemukan obat-obat lama, rusak atau kadaluarsa? 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 
Ya/Tidak 
Ya/Tidak 
Ya/Tidak 
Ya/Tidak 
Ya/Tidak 
Ya/Tidak 
Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

.... 
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,1 8. Ji,ka ya, apakah penyif!1panannya terpisah dari obat lain­
nya ? 

19. Apakah ada tempat penyimpanan khusus untuk obat yang peka 
(ruangan ber AC/lemari pendingin) ? 

20. Apakah semua obat yang diterima di Apotik dimasukkan dalam 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

buku penerimaan ? Ya/Tidak 

21. Apakah semua obat yang dipesan di Apotik dimasukkan dafam 
buku pembelian ? Ya/Tidak , 

22. Apakah setiap penjualan dilengkapi dengan faktur/nota pen- ~ 
jualan ? Ya/Tidak 

23. Apakah setiap penjualan dicatat dalam buku penjualan ? 

24. Apakah Apotik melayani/menerima resep/salinan resep yang 
jelas dan lengkap sesuai de~gan ketentuan yang berlaku ? 

25. Apakah salinan resep diparaf/ditandatangani oleh Apoteker 
Pengelola Apotik/Apoteker Pendamping/Pengganti ? 

26. Apakah resep disimpan menurut urutan tanggal dan .nomor 
urut resep ? 

27. Apakah resep yang mengandung narkotika disimpan terpisah 
dari resep lainnya ? 

28. Apakah setiap pengeluaran narkotika dicatat dalam buku 
pencatatan narkotika ? 
(eek beberapa item) 

29. Apakah pernah dilakukan pemusnahan resep ? 

30. Jika ya, apakah pemusnahan resep tersebut dilakukan se -
suai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ? 

31. Apakah narkotika dan psikotropika disimpan sesuai denga~ · 
ketentuan yang berlaku ? · 

• 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/Tidak 

Ya/T i dak 

Ya/Tidak 

·' 
• 
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V. LAIN-LAIN 

1. Jumlah rata-rata lembar resep perhari lembar 

2. Harga rata-rata perlembar resep Rp ••••••• ·• 

. . . . . . . . . . . . . . . ' ................ . 

Apoteker Pengelola Apotik, Petugas Pemeriksa 

1 • • •••••••••••••.• 

( ............ ' . . . . . . . . . ) 

2. . .............. . 

3. . .............. . 

Serita Acara Pemeriksaan ini dibuat rangkap 4 (empat). 

Oisampaikan kepada : 

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta. 

2. Kepala Kantor Wi layah Dep.Kes. Propins 1 ........ . ..... . 

3. Apoteker Pengelola Apotik ......•.... .. .... 

1t 

~ 
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3. Dengan menggunakan sarar.a 

Nama pemilik sarana 

A 1 a m a t 

Nor;:or Pokok \'/aj i b Pajak 
( NP'."/P ) 

mi1ik sendiri/milik pihak 

Bersama perrr.ohcnan ini k&'Tli 1ampirkan : 

1. Salinan/fotokcpi Surat Izin Kerja Apoteker. 

2. Salinan/fotckopi Kartu Tar.da Penduduk. 

3. Salinan/fotckopi denah bangunar.. 

4. Surat yang mengatakan status bangunan da1am bentuk akte hak 
milik/sewa/kontrak. 

5. Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan nama alamat, tanggal 1u1us 
nc~.or surat izin kerja . 

6. As1i dan salinan/fotokopi daftar terperinci a1at per1engkapan Apotik. 

7. 

8. 

Surat perny-;1taan dari Apcteker Penge 1ol a Apo ti k bah.,va tidak bekerj a tetap 
pada perusahaan far;;;asi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelo1a Apctik 
di Apot i k 1 a in. 

Asli dan sc:.linan/fotokcpi surat izin atasan (bagi perr.ohcn pegawai 
anggota ABFI dan pegawai Instar.si Pemerintah lainnya). 

~I ' ..eger1, 

9. Akte Perjanjian Kerja Sa"ila Apoteker Pengel,ola Apotik dengan Pe:ni1ik Sar~ma 
Apotik. 

10. Surat Pernyataan pemilik sarana tidak ter1ibat pelanggaran peraturan per-. 
undang-undangan dibidang cbat. 

Demikianlah permohciial ka'Tli, atas perhatian dan persetujuan Bapak kami 
sampaika~ terima kasih.-

. . . . . . . . . . . . . , ................ . 

• 
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Perincian 
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1 . Sarana Apot i k 

' ' . 

2. Ba'lgur.U!l Apctik se­
kura'!g-kura'lgnya 
memiliki rua'lgan 
khusus untuk : 
a. Ruang peracikan 

dan penyerahan 
resep 

b. Ru~~g aGministra 
s i da.n kamar ke r 
J a Apoteker 

c. 1.·1.c: 

I • ,, Ke1en~kapa'I bangunan: 
ca1on Apotik : 

.... 
a. Sumber air 

b. Penerangan 

c. Alat pemadam 
kebakaran 

d. Ventilasi 

e. Sar.i tasi 

I 

.. 

Persyaratan 

Sarana Apotik 
dapat didirikw. 
pada lckasi yang 
sama der.gan ke­
g i a tan pe l ayanan 
kcmcditi lainnya 
diluar sediaan 
f armasi 

_,.._ 
aua 

sesua i kebu-
.. , ,1,..,, .... ....., 
1..UI 10..I I 

ada 
sesuai kebu-
tuhar1 

ada 
sesuai kebu-
tuhan 

harus memenuhi 
persyaratan 
kesehatan. 

harus cukup te 
rang sehingga 
dapat menjamin 
pelaksanaan tu · 
gas dan fungsi 
Apctik. 

harus berfungsi­
dengan baik se­
kurang-kurang­
nya dua buah. 

yang baik serta­
memenuhi persya 
ratan higiene 
lainnya 

harus baik ser 
ta memenuhi 
peisyaratar. h~ 

1 11 

Kenyataa'I 

I 

: -sumur/PAM 
: /sumur pcm · 
I 
I .. 
I . 

pa d11 

: -PUVgene-
• I · 

· I 
I 
I 
I 
I 
I 

· I · 
I 
I 
I 
I 
I 

.. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

. I 
I 
I 

rator 
-petromak 
d11 

.... buah 
dengan 
ukuran 

lb. 
lb. 

jendela 
.... buah 
-ventilasi 
.... buah 

-saluran 
pciiibuangan 
,~~h-h • 
I I lllLJO.I I • 

ada/tidak 

I Peni1aian 
·-----~-----------------! 

: Tidak meme­
: nuhi syarat 

I · 
I 
I 

: Memenuhi 
: s~arat 

· 1 

I 

• I 
I 

I 
I 
.• 

• 

---------------------------~---------------------------------------------------------------
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Perincian 

4. Papan nu.riia 

PER Le.:GY-APAN 

1. 

..., 
'". 

A lat pemb:..:atan, I 

pengolahan dan pera-: 
cikan 
a. Ti mbar1ga."1 mili-

gram dengan .... -""' '' Q.I IC." 

ti o.bruigar1 yang 
s:..:dah ditera 

b. Tirnbc:u1gan gram 
cengan anak ..... ~--\., 1 IU 

bang an yang 
sud ah ditera 

c. 'Per 1 engkapan 1 ai n: 
disesuaikan 
dengan kebutuhan 

Perlengkapan dan 
a lat perbekalan 
farmasi 
a. Lemari dan rak 

untuk penyimpanan 
obat 

b. Lemari pendingin 

c. I . ... emari untuk 
penyimpanan 
narkotika dan 
psikotropika 

I 

"' 

"' 

Persyaratan 

berukurar1 m1 n1 
mal 
panjans: 50 cm 
lebar cm 
dengan tu1isan 
-hi tOJ'i1 di atas 

dasar putih 
-tinggi huruf 

minimal 5 cm 
-tebal 5 mm 

- mini~a1 

- minimal set 

-ada 
dengan jumlah 
ses:..:ai dengan 
keb:..:tuhan 

-minimal bu ah 

-ada dengan 
jum1ah sasuai 
dengu.n kebu -
tuhar1 

I 
I 
I 

. I 

- 1 

I 
I 
I 
I 
I -, 

.j ... 
___,.,, 

Kenyataan 

·-bak-bak/ 
terr:pat pciii 
bt.Aar1gar1 
sar11pah 
ada/tidak 

berukuran: 
panjang 

cm 
lebar 

cm 
dengan tu 
1 isan 

- ada/tidak 

- ada/tidak 

- ada/tidak 

-ada/tidak 
bu ah 

-ada/tidak 

-ada/tidak 

b .. ~h UCJ.11 

~ 

' 

Penilaian 

nuhi syarat 

· I 

I 
1-
1 

~ ................... _ . . h.: 
1· 1c111c 1 1u11 1 

...... ~- -- ... .;:,JUI U\. 
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3. \•/adah pengernas dan 
pernbungkus : 

A .... 

a. E:iket 

b. \'/adah pengernas 
dar. pernbungkus 
unt:..:k penyerahan 
cbat 

Alat administrasi 
a. Slangko pesanar. 

obat 

b. Blar.gko kartu 
stck obat 

c. Blar.gko salinan 
resep 

d. 81angko f uktur 
dan blangko not a 
penjualaJ} 

e. Buku pencatatan 
narkotika 

~ Suku pesanan I• 

obat narkotika 

g. Form laporan 
cbat narkoti ka. 

5. 1. Suku. stwidard 

........... ~-

Persyaratan 

-ada 
denga1 ukuran 
j eni s da.1 
jurn1ah sesuai 
dengar. keb:..: -
t'-'han 

-ada 
dengan jenis 
dan ukuran 
yang sesuai 

-ada 
jum1ah sesuai 
dengan kebu -.. ,.~ ..... -
'"''"""110.•i 

-aca 
jum1 ah sesuai 
denga.r. kebu -
•• • t... ..... ...._ 
\.UI ICJ.J I 

-ada 
j t..;;n 1 UJ~ sesuai 
dengan kebu -
tuhan 

-ad a 
jum1ah sesuai 
dengan keb:..: -
tuhan 

-ada 
jurnl ah sesuai 
dengan kebu -
tuhari 

-ad a 
jumlah sesuai 
dengan keb:..: -
tuhan 

-ad a 
j:..:rn1 ah sesuai 
dengan kebu -
tt..:hart 

Fa.rmu.kcpe 
Indc:iesia 
Edisi terba-
ru h •• ~:.. 

UUUll 

Kenyataan 

ada/tidak 

ada/tidak 

ada/tiduk 

ada/tidak 

ada/tidak 

· ada/tidak 

ada/tidak 

ada/tidak 

ada/tidak 

adu/tidak 

Peni laian I 
I -

'------------------------• 
: Tidak meme- : Merner.uh ~ 
: nuhi syarat : syarat 

f . 
I 
I 

• 

I 
I 
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' I 
I 
I 
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